ABSTRAK

Usaha pembangunan berkelanjutan hingga saat ini masih terus dikembangkan
melalui pembuatan banyak regulasi dan program yang mendukung isu
keberlanjutan, salah satunya adalah regulasi yang mengatur mengenai penyusunan
laporan keberlanjutan (sustainability report). Melalui penelitian ini, dilakukan
tinjauan yuridis normatif mengenai pengaturan kewajiban sustainability report bagi
perusahaan publik di Indonesia dan akibat hukum apabila sustainability report yang
dibuat tidak sesuai berdasarkan SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk
dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Perolehan data
didapatkan dari studi pustaka/dokumen dan dianalisis dengan metode analisis data
kualitatif. ~ Studi  menunjukkan bahwa berdasarkan SEOJK  Nomor
16/SEOJK.04/2021, seluruh perusahaan publik yang ada di Indonesia wajib
menyusun sustainability report setiap tahunnya berdasarkan material
pengungkapan minimal yang diatur dalam SEOJK tersebut. Di sisi lain, apabila isi
sustainability report yang dibuat oleh perusahaan publik tidak sesuai dengan
material pengungkapan minimal dalam SEOJK tersebut, maka akan berakibat
hukum berupa sanksi administratif berupa teguran dan peringatan tertulis. Material
pengungkapan minimal yang diregulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini
masih terus perlu diperbaharui agar keseluruhan topik material pengungkapan lebih
komprehensif dan usaha pembangunan keberlanjutan dapat dicapai secara
maksimal.
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